BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN
Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang kedudukan sumpah sebagai alat
bukti tambahan dalam putusan perceraian Kaul’i Bahwa kedudukan sumpah
sebagai alat bukti tambahan dalam putusan perceraian khul’i ini sangat
penting, artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana
untuk meyakinkan kebenarn tuntutan hak penggugat, atau menolak tuntutan
hak bagi Hakim

2. Dasar hukum hakim terhadap penggunaan Sumpah sebagai alat bukti
yaitu: terdapat dalam Pasal 314 Rbg, 177 HIR, dan pasal 1936 KUH
Perdata. Adapun alasan para hakim dalam memilih bukti sumpah
tambahan, karna hanya ada satu orang saksi dan itu di anggap oleh Hakim
hanya sebagai bukti permulaan, dan selain itu untuk mempercepat
menjatuhkan putusan sesuai dengan azas peradilan; yang hatus dilakukan,

disederhanakan, cepat, dan biaya ringan.

B. Saran
1. Untuk kepastian hukum, alangkah baiknya hakim tidak terburu-buru
dalam mempergunakan pendapatnya dengan memperhatikan pembuktian

yang ada dipersidangan yang mana hakim memilih alat bukti yang tepat
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sehingga dalam putusan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak yang
berperkara.

. Kepada para pembaca dan masyarakat secara umum hendaknya apabila
berperkara di Pengadilan Agama haruslah terlebih dahulu mengetahui
tatacara dan paraturan yang ada di Pengadilan Agama, agar nantinya
dalam berperkara mendapatkan kemudahan. Selain itu, sebelum
berperkara di  Pengadilan Agama hendaklah terlebih dahulu
menyelesaikan permasalahan dengan cara damai atau cara lain yang

memberikan kenyamanan antara kedua belah pihak.
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